Kondisi:

(a) Laporan kinerja pegawai (PKP) wajib telah dibuat setiap bulan, tetapi terdapat beberapa yang
belum di tandatangani oleh atasan langsung; (b) Arsip PKP belum tersusun dengan rapi; (c)
Rekapitulasi penilaian untuk seluruh pegawai belum direkap dan diarsipkan, tidak terlihat
didalam arsip PKP

Kriteria:

SK Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 578 Tahun 2020 (578/SEK/SK/V111/2020)

Sebab:

Tidak melaksanakan secara menyeluruh SK Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 578 Tahun
2020 (578/SEK/SK/V111/2020)

Akibat:

Administrasi Arsip dan rekapitulasi Laporan kinerja pegawai (PKP) perbulan tidak terekap
dengan baik dan rapi

Rekomendasi:

(a) Menandatangani seluruh PKP perbulan secara lengkap (b) Membuat rekapitulasi seluruh
nilai PKP sesuai format dan di arsip perbulan (c) Checklist waktu penyelesaian pada
perjanjian kinerja pada PKP diupdate perbulan disesuaikan dengan indikator kinerja
kegiatan perbulan

TINDAKLANJUT
Sudah di lakukan tindaklanjut











































































































































































